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Menimbang 

PERATURAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2020 telah mendapat persetujuan 
bersama DPRD pada tanggal 21 Juni 2021 dan telah 
dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri pada 
tanggal 30 Juni 2020; 

c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah 
melaksanakan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1386 
Tahun 2021 tentang hasil evaluasi Menteri Dalam 
Negeri; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020; ~ 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1649); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
PembentukanPeraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja fnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); ~ 

Mengingat 
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Pasal 2 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) 
huruf a sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 5.419.935.156.637,49 
b. Belanja R2. 5.755.258.016.193,64 

Surplus I defisit Rp. (335.322.859.556, 15) 
c. Pembiayaan 

¢ Penerimaan Rp. 430.706.217.940,55 
¢ Pengeluaran R2. 27.000.000.000,00 
Pembiayaan Netto Rp. 403. 706.217.940,55 ~ 

Pasal 1 
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 berupa Laporan 

Keuangan yang terdiri dari : 
a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020; 
c. Neraca per 31 Desember 2020; 
d. Laporan Operasional per 31 Desember 2020; 
e. Laporan Arus Kasper 31 Desember 2020; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020; dan 
g. Catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2020. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Laporan Kinerja dan lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha 
Milik Daerah/Perusahan Daerah per 31 Desember 2020. 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
dan 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Nomor 9 Tahun 2014 ten tang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 
009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Nomor 0075); 
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_,- L, 
68.383.358.384,40 7 

282.629.763.941,55 
68.383.358.384,40 

282 .629. 763. 941,55 a. Saldo Anggaran Lebih Awai Rp. 
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 
e. Lain - lain Rp. 
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 

Pasal 4 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut: 

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayan Netto sejumlah 
(Rp. 104.393.756.251,45) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pembiayaan Netto 

setelah perubahan Rp. 508.099.974.192,00 
b. Realisasi Rp. 403.706.217.940,55 

Selisih. lebih I (kurang) Rp. (104.393. 756.251,45) 

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah 
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pengeluaran 

Pembiayaan setelah perubahan Rp. 27.000.000.000,00 
b. Realisasi Rp. 27.000.000.000,00 

Selisih lebih I (kurang) Rp. 0,00 

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah 
(Rp. 104.393.756.251,45) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Penerimaan 

Pembiayaan setelah perubahan Rp. 535.099.974.192,00 
b. Realisasi Rp. 430.706.217.940,55 

Selisih lebih I (kurang) Rp. (104.393. 756.251,45) 

172. 777.114.635,85 Rp. 

(508.099.974.192,00) 
(335.322.859.556, 15) 

Rp. 
Rp. 

sejumlah (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit 
Rp.172.777.114.635,85 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Surplus/ defisit setelah 

perubahan 
b. Reali sasi 

Selisih lebih I (kurang) 

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah 
(Rp. 590.792.993.520,36) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja setelah 

perubahan Rp. 6.346.051.009.714,00 
b. Realisasi Rp. 5.755.258.016.193,64 

Selisih lebih I (kurang) Rp. (590. 792.993.520,36) 

(418.015.878.884,51) Rp. 

5.837.951.035.522,00 
5.419.935.156.637,49 

Rp. 
Rp. Realisasi 

Selisih lebih. I (kurang) 
b. 

sejumlah 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 
( 1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan 

(Rp. 418.015.878.884,51) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pendapatan setelah 

Perubahan 

Pasal 3 
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0,00 
20.578.902.884,50 

275.521.628.014,31 
{l 87.898.173.316, 75) 

(31. 079. 659. 954,22) 
{817.554.881,00) ~ 

9.091.417.465.317,89 
400.816.993.110,05 

a. Ekuitas Awal Rp. 
b. Surplus/Defisit- LO Rp. 
c. Dampak Kumulatif Peru bahan 

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp. 
- Dampak Perubahan Nilai Persediaari Rp. 
- Dampak Perubahan Atas Aset Tetap Rp. 
- Dampak Perubahan Atas Penyusutan Rp. 
- Dampak Perubahan Atas Investasi Rp. 
- Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi Rp. 

Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf f sebagai berikut: 

Pasal 8 

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2020 Rp. 282.629.763.941,55 
b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 691.462.418.858,65 
c. Arus Kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (l.053.785.278.414, 

80) 
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. 148.076.453.999,00 
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. _, 
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun Rp. 68.383.358.384,40 

2020 

Laporan Arus Kas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai 
berikut: 

( 1) Pendapatan - LO Rp. 5.618.588.468.413, 76 
a. Pendapatan Asli Daerah - LO Rp. l .253.286.852.878,54 
b. Pendapatan Transfer - LO Rp. 4.171.362.593.723,00 
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah- LO Rp. 82.001.965.978,00 
d. Pendapatan Non Operasional Rp. 111.937 .055.834,22 

(2) Beban- LO Rp. 5.217.771.475.303,71 
a. Be ban Operasi - LO Rp. 4.514.925.567.348,85 
b. Beban Tak Terduga - LO Rp. 208.455. 722.555,35 
c. Beban Transfer - LO Rp. 491.458. 704. 731,00 
d. Defisit Non Operasional Rp. 2.931.480.668,51 

(3) Surplus/Defisit Rp. 400.816.993.110,05 

Pasal 7 

Laporan Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d 
sebagai berikut : 

Pasal 6 

9.780.730.244.942,22 
228.479.309.224,28 

9.552.250.935.717,94 

a. Jumlah Aset Rp. 
b. Jumlah Kewajiban Rp. 
c. Jumlah Ekuitas Rp. 

Neraca, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai 
berikut: 

Pasal 5 
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Laporan Realisasi Anggaran; 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja clan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka 
pengelolaan Keuangan Negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan 
Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Oaerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan 
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali 
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; 
Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik 
Daerah/ Perusahaan Daerah; 
Daftar Pinjaman Daerah; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan. ~ 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 
i. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 
0. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 
q. Lampiran XVII 
r. Lampiran XVIII 
s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 

u. Lampiran XXI 
v. Lampiran XXII 

Lampiran I.4 

Lampiran 1.3 

Lampiran I.2 

a. Lampiran I 
Lampiran I. 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 

Pasal 10 

Catatan atas laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas 
pos-pos Laporan Keuangan. 

Pasal 9 

6.342.524.258,53 
194.145. 072, 63 

7. 500. 000. 000, 00 
(30.325.334. 788,00) 

9.552.250.935.717,94 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Dampak Perubahan Atas Penyisihan 
Dampak Perubahan Atas Utang 
Dampak Perubahan Atas Aset Lain 
Dampak Perubahan Atas Piutang 

d. Jumlah Ekuitas Akhir 
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NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 
(4-104/2021) 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 
NOMOR 004 

US POLO MAING 

SEKRETARIS DAERAH ~ 
~PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,fx' 

Diundangkan di Kupang 
pada tanggal 30 Juli 2021 

~ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT 

Ditetapkan di Kupang 
pada tanggal 30 Juli 2021 

~GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/ 

~ 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. 

Pasal 13 

Pasal 12 
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 sebagai rincian lebih 
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020. 

Pasal 11 

(1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja 
BUMD/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Lampiran Laporan Keuangan berupa lkhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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